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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (PTPN XIV Unit Usaha Malili) 

 

Tempat wawancara   : PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili 

Hari/Tanggal   : 18 september 2020  

Pukul     :  10.00-selesai 

Data Pribadi Narasumber   

Nama    : Sumantri 

Pekerjaan/Jbt         : Sekretaris Manajer Unit Malili 

Pertanyaan Wawancara  

1. Berapa lama PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili beroperasi di Luwu 

Timur? 

2. Berapa luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN XIV Unit 

Usaha Kebun Malili?  

3. Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, berapa luas perkebunan yang dikelola oleh Unit 

Usaha Kebun Malili? Apakah terdapat dokumen terkait ? 

4. Bagaimana peningkatan pendapatan PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili 

setiap tahunnya? 

5. Apakah ada peningkatan luas wilayah produksi kelapa sawit di PTPN XIV 

Unit Usaha Kebun Malili? 

6. Jenis sertifikasi apa yang digunakan oleh PTPN XIV Unit Usaha Kebun 

Malili (ISPO/RSPO)? 

7. Apakah Perusahaan  memiliki legalitas usaha perkebunan? seperti memiliki 

Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUB), 

Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP)? 

8. Jika dalam implementasinya, PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili belum 

menerapkan salah satu dari kedua sistem sertifikasi ISPO atau RSPO, apakah 

ada usaha untuk menerapkan salah satu sertifikasi tersebut? 
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9. Apakah untuk mendapatkan sertifikasi PTPN XIV mengalami kesulitan? Jika 

ada, apa kendala dalam memperoleh perizinan atau sertifikasi dari lembaga 

terkait? 

10. Apakah saat ini pihak PTPN XIV memiliki dokumen pedoman ISPO? 

11. Apakah pada awalnya lahan Unit Usaha Kebun Malili merupakan kawasan 

hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)? 

12. Apakah kawasan perkebunan terdapat tanah adat dari masyarakat hukum 

adat? 

13. Apakah perusahaan pernah memanfaatkan tanah terlantar? Tanah terlantar 

yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai 

dengan keadaannya 

14. Apakah perusahaan pernah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat? 

Jika ada, apakah terdapat dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan 

dengan masyarakat? 

15. Apakah unit usaha kebun Malili memiliki peta lokasi kebun ? 

16. Apakah PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili memiliki dokumen AMDAL 

17. Bagaimana perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam dan lahan 

gambut? 

18. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha peningkatan 

produksi kelapa sawit dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan ? 

(Berdasarkan 45 Kriteria dan 141 indikator sesuai dengan Permentan RI Nomor.11/2015) 

19. Bagaimana Peran dari perusahaan dalam perlindungan hutan ? Aktivitas apa 

saja yang dilakukan didalamnya? 

20. Apakah unit usaha kebun malili melakukan penanaman dilahan gambut? 

apakah memiliki SOP terkait? 

21. Sesuai dengan prinsip 3 ISPO “Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan 

alam primer dan lahan gambut” apakah tersedia dokumen pelepasan kawasan 

apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan? 

22. Apakah perusahaan pernah menyelesaikan sengketa lahan? Masalah tenurial? 

23. Terkait dengan Kriteria 4.6 dari skema ISPO mewajibkan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman 

hayati pada areal yang dikelola (hak guna usaha), apa saja usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk melindungi keanekaragaman hayati? 



41 

 

- Apakah perusahaan memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa dikebun dan 

disekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan? 

- Apakah perusahaan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa liar? 

- Apakah ada  peta kawasan lindung terkait kawasan dengan NKT yang 

tinggi? Bagaimana bentuk perlindungan terhadap NKT tersebut? 

- Apakah pernah terjadi, satwa liar ada yang mengganggu proses usaha 

perkebunan dilokasi? 

- Apakah perusahaan pernah melakukan konservasi lahan dan menghindari 

erosi sesuai aturan jika terdapat kawasan dengan tingkat erosi tinggi 

termasuk sempadan sungai ? apakah ada dokumen pelaksanaan konservasi 

kawasan dengan potensi erosi yang tinggi? 

 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara (KPH Larona Malili) 

 

Draf wawancara  : KPH Larona 

Nama      : Mandar, S.Hut dan Asri, S.hut 

Jabatan   : Kepala KPH Larona Malili dan Polisi Hutan  KPH Larona 

1. Apakah ada dokumen yang terkait pelepasan kawasan hutan di kawasan 

perkebunan PTPN. XIV Unit Usaha Malili? 

2. Pemantauan apa yang dilakukan polisi hutan terhadap perlindungan hutan 

di kawasan perkebunan PTPN? 

3. Apakah pihak KPH Larona terlibat dalam penyelesaian sengketa lahan 

antara pihak PTPN dengan masyarakat? 

4. Apakah menurut KPH  Larona pihak perusahaan sudah  melakukan usaha 

perlindungan dengan benar? 

5. Apakah KPH Larona memiliki dokumentasi atau rekam jejak terkait 

pembukaan lahan oleh PTPN 
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Lampiran 3. Dokumentasi Kantor dan Areal Perkebunan Kelapa sawit pada PTPN 

XIV  Unit Malili. 

 

 

        (Kantor PTPN XIV Unit Malili)                                   (Areal Perkebunan PTPN XIV) 

  

Lampiran 4.  Dokumentasi Proses wawancara 

 

(Foto Bersama dengan Karwayan)    (Kegiatan Wawancara) 
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Lampiran 5. Dokumentasi perkebunan dan limbah padat tandan buah kosong 

 

 

(Gambar Pohon Kelapa Sawit dalam Perkebunan) 

 (Gambar Limbah Padat Berupa Tandan Buah Kosong) 
 

 


